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QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 

  ABSTRAK :      -    Bahwa perkembangan penduduk yang semakin meningkat, dan adanya perubahan 

pola konsumsi serta perkembangan kegiatan usaha masyarakat yang dapat 

menimbulkan dan bertambahnya volume, jenis/ karakteristik sampah yang beragam, 

maka pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu oleh 

pemerintah dan masyarakat dan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Banda 

Aceh memiliki kewajiban untuk mengatur mekanisme dan tata cara pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga memberi 

nilai ekonomis dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat 

dan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota 

Banda Aceh tentang Pengelolaan Sampah. 

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU 

No.23 Tahun 1997; UU No.11 Tahun 2006; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 

2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 

2011. 

 

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang 

Lingkup, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Perizinan, Pembiayaan, 

Kompensasi, Tenaga Kerja Pengelola Sampah, Kerjasama Antar Daerah, Kemitraan, 

Peran Serta Masyarakat, Insentif, Tanggap Darurat, Larangan, 

Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, 

Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 3 Juli 2017 

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih 
lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota.  
 

- Penjelasan : 7 hlm 


